
Journal	of	Law	&	Policy	Review		
ISSN	2987-3150	(Online	-	Elektronik)	 	
Publisher:	Mahesa	Research	Center	
https://mahesacenter.org/	
	

									https://journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/index	 					jlprjournal@gmail.com											40	

  
This	work	is	licensed	under	a	Creative	Commons	Attribution	4.0	

Membangun	Sisitem	Pertahanan	Udara	Terintegrasi	
Koopsud	I	dalam	Menghadapi	Ancaman	di	Laut	China	

Selatan	
	

Building	an	Integrated	Air	Defense	System	Koopsud	I	in	The	
Face	of	Threats	in	The	South	China	Sea	

		
Sapriduan,	Andi	Arman	&	Rudy	Sutanto*	

Program	Studi	Strategi	Pertahanan	Udara,	Fakultas	Strategi	Pertahanan,		
Universitas	Pertahanan	Indonesia,	Indonesia	

	

Diterima:	2024-07-27;	Direview:	2025-07-19;	Disetujui:	2025-07-29	
*Coresponding	Email:	sapriduan@gmail.com	

Abstract	
Laut	 China	 Selatan	 (LCS)	merupakan	 kawasan	 strategis	 yang	penuh	dengan	dinamika	 geopolitik	 dan	
sengketa	 wilayah,	 khususnya	 terkait	 klaim	 sepihak	 China	 melalui	 "nine-dash	 line"	 yang	 mencakup	
wilayah	 Zona	 Ekonomi	 Eksklusif	 Indonesia	 di	 Laut	 Natuna	 Utara.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	 mengkaji	
urgensi	pembangunan	sistem	pertahanan	udara	terintegrasi	oleh	Komando	Operasi	Udara	I	(Koopsud	I)	
sebagai	respon	terhadap	ancaman	tersebut.	Dengan	menggunakan	pendekatan	kualitatif	deskriptif,	data	
dikumpulkan	 melalui	 studi	 literatur,	 wawancara	 mendalam,	 dan	 analisis	 dokumen	 kebijakan.	 Hasil	
penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 sistem	 pertahanan	 udara	 berbasis	 radar	 canggih,	 sensor	 optik-
inframerah,	dan	sistem	komando-kontrol	(C2)	memiliki	peran	vital	dalam	deteksi	dini	dan	respons	cepat	
terhadap	pelanggaran	wilayah.	Selain	itu,	penguatan	skadron	udara	tempur,	integrasi	sistem	senjata,	dan	
keamanan	siber	turut	menjadi	elemen	strategis.	Penelitian	ini	juga	menyoroti	tantangan	implementasi	
seperti	keterbatasan	anggaran,	kebutuhan	alih	teknologi,	serta	koordinasi	antarinstansi.	Kesimpulannya,	
sistem	 pertahanan	 udara	 terintegrasi	 merupakan	 solusi	 adaptif	 yang	 mendukung	 kedaulatan	 dan	
stabilitas	nasional	Indonesia	di	kawasan	LCS.	
Kata	Kunci:	Hanud	Terintegrasi,	Alutsista,	dan	Komando	Kendali	(Command	Control).	

	
Abstrak		

The	 South	 China	 Sea	 (SCS)	 is	 a	 strategic	 region	 characterized	 by	 geopolitical	 tensions	 and	 territorial	
disputes,	 particularly	 regarding	China's	 unilateral	 "nine-dash	 line"	 claim	 that	 overlaps	with	 Indonesia's	
Exclusive	Economic	Zone	in	the	North	Natuna	Sea.	This	study	aims	to	examine	the	urgency	of	developing	an	
integrated	air	defense	system	under	the	command	of	Air	Operations	Command	I	(Koopsud	I)	as	a	response	
to	these	threats.	Using	a	qualitative	descriptive	approach,	data	were	collected	through	literature	review,	in-
depth	 interviews,	and	policy	document	analysis.	The	findings	reveal	that	an	air	defense	system	equipped	
with	advanced	radar,	optical-infrared	sensors,	and	a	command-control	(C2)	system	plays	a	vital	role	in	early	
detection	and	rapid	response	to	airspace	violations.	The	strengthening	of	multirole	air	combat	squadrons,	
integration	of	weapon	systems,	and	cyber	security	measures	are	also	identified	as	strategic	components.	The	
study	 highlights	 several	 implementation	 challenges,	 including	 budget	 constraints,	 technology	 transfer	
needs,	and	inter-agency	coordination.	In	conclusion,	an	integrated	air	defense	system	is	an	adaptive	solution	
that	supports	Indonesia’s	sovereignty	and	regional	stability	in	the	South	China	Sea.	
Keywords:	Hanud	Terintegrasi,	Alutsista,	dan	Komando	Kendali	(Command	Control).	
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PENDAHULUAN		
Laut	China	Selatan	 (LCS)	merupakan	salah	 satu	kawasan	strategis	di	Asia	Tenggara	yang	

menjadi	 perhatian	 dunia	 internasional	 karena	 dinamika	 geopolitik	 dan	 sengketa	wilayah	 yang	
kompleks.	Kawasan	ini	tidak	hanya	kaya	akan	sumber	daya	alam	seperti	minyak	dan	gas	bumi,	
tetapi	 juga	 menjadi	 jalur	 pelayaran	 internasional	 yang	 vital	 bagi	 perdagangan	 global.	 Klaim	
sepihak	China	melalui	konsep	"nine-dash	line"	atas	sebagian	besar	wilayah	LCS,	termasuk	perairan	
yang	 beririsan	 dengan	 Zona	 Ekonomi	 Eksklusif	 (ZEE)	 Indonesia	 di	 Laut	 Natuna	 Utara,	 telah	
menimbulkan	kekhawatiran	serius	terhadap	stabilitas	kawasan.	Keberadaan	kapal	penjaga	pantai	
dan	nelayan	China	yang	sering	memasuki	wilayah	ZEE	Indonesia	menjadi	salah	satu	bentuk	nyata	
ancaman	terhadap	kedaulatan	nasional.	

Konstelasi	 politik	 di	 kawasan	 ini	 semakin	 mengkhawatirkan	 dengan	 meningkatnya	
kehadiran	 militer	 dari	 negara-negara	 besar,	 seperti	 Amerika	 Serikat	 dan	 sekutunya,	 yang	
berupaya	menyeimbangkan	kekuatan	terhadap	ekspansi	militer	China.	Indonesia,	meskipun	tidak	
secara	 langsung	 terlibat	 dalam	 klaim	wilayah	 di	 LCS,	 tetap	 terkena	 dampak	 dari	 dinamika	 ini	
karena	 letak	geografisnya	yang	berbatasan	 langsung	dengan	kawasan	sengketa.	Sebagai	negara	
non-aliansi,	 Indonesia	 menghadapi	 tantangan	 besar	 dalam	 menjaga	 kedaulatan	 dan	 stabilitas	
regional	tanpa	harus	berpihak	pada	kekuatan	besar	manapun.	Oleh	karena	itu,	penguatan	sistem	
pertahanan,	khususnya	sistem	pertahanan	udara	di	wilayah	perbatasan	seperti	Natuna,	menjadi	
kebutuhan	mendesak.	

Pentingnya	membangun	sistem	pertahanan	udara	terintegrasi	di	bawah	kendali	Komando	
Operasi	Udara	I	(Koopsud	I)	muncul	dari	kebutuhan	untuk	menghadapi	berbagai	potensi	ancaman	
yang	bersifat	multi-dimensi.	 Sistem	 ini	diharapkan	mampu	mendeteksi	 secara	dini,	merespons	
cepat,	 dan	 mengoordinasikan	 berbagai	 unit	 tempur	 dalam	 menghadapi	 pelanggaran	 wilayah	
udara	 dan	 ancaman	 militer	 asing.	 Penggunaan	 radar	 multifungsi,	 pesawat	 tempur	 generasi	
terbaru,	 sistem	 rudal	 permukaan-ke-udara	 berpresisi	 tinggi,	 dan	 pusat	 komando	 serta	 kontrol	
yang	 terintegrasi	 menjadi	 bagian	 dari	 strategi	 pertahanan	 udara	 yang	 adaptif	 dan	 efektif.	
Implementasi	sistem	ini	bukan	hanya	merupakan	bentuk	proteksi	terhadap	kedaulatan	wilayah,	
tetapi	juga	bagian	dari	upaya	diplomasi	pertahanan	Indonesia	dalam	menjaga	stabilitas	kawasan.	

Penelitian	 ini	 dilatarbelakangi	 oleh	meningkatnya	 eskalasi	 konflik	 di	 LCS	 dan	 kebutuhan	
Indonesia	untuk	memiliki	sistem	pertahanan	udara	yang	andal,	terutama	di	wilayah	yang	rawan	
konflik	 seperti	 Natuna.	 Fenomena	 pengusiran	 nelayan	 oleh	 kapal	 Coast	 Guard	 China	 serta	
gangguan	 terhadap	 aktivitas	 eksplorasi	 energi	 Indonesia	 menjadi	 pemicu	 perlunya	 penelitian	
strategis	 tentang	 pertahanan	 udara.	 Keresahan	 masyarakat	 dan	 para	 pemangku	 kepentingan	
terhadap	 potensi	 konflik	 di	 kawasan	 ini	 semakin	 mendorong	 pentingnya	 analisis	 mendalam	
mengenai	bagaimana	sistem	pertahanan	udara	terintegrasi	dapat	menjadi	solusi	nyata.	

	

Gambar.	1.	Sengketa	Laut	China	Selatan,	atas	klam	sepihak	China	
Sumber:	Paparan	Gubernur	Lemhanas	Andi	W,	2023.	Pada	Rapim	TNI	AU	Tahun	2023.	
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Sejumlah	 penelitian	 sebelumnya	 telah	 menyoroti	 pentingnya	 strategi	 pertahanan	 udara	
dalam	menghadapi	 dinamika	 kawasan	 LCS.	 Penelitian	 oleh	Agustino	 (2016)	 dalam	 "Hubungan	
Baru	Indonesia-China	dan	Membangun	Poros	Maritim	Dunia"	menekankan	pentingnya	diplomasi	
maritim	dan	kekuatan	pertahanan	sebagai	instrumen	untuk	menyeimbangkan	hubungan	bilateral	
yang	asimetris.	Sementara	itu,	studi	oleh	Kelsey	Broderick	(2015)	dalam	"Chinese	Activities	in	the	
South	China	Sea:	Implications	for	the	American	Pivot	to	Asia"	(Project	2049	Institute)	menunjukkan	
bahwa	 peningkatan	 kekuatan	militer	 China	 di	 LCS	memiliki	 implikasi	 serius	 terhadap	 negara-
negara	di	Asia	Tenggara,	 termasuk	 Indonesia.	Penelitian	oleh	RAND	Corporation	 (2022)	dalam	
"The	Political	Geography	of	the	South	China	Sea	Disputes"	juga	menyoroti	pentingnya	penguatan	
sistem	pertahanan	nasional	bagi	negara-negara	yang	terdampak	langsung	oleh	ekspansi	geopolitik	
China.	

Dengan	 mempertimbangkan	 situasi	 tersebut,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengkaji	
pembangunan	sistem	pertahanan	udara	terintegrasi	di	bawah	Koopsud	I	sebagai	respons	terhadap	
ancaman	 di	 Laut	 China	 Selatan,	 khususnya	 di	 wilayah	 Natuna.	 Secara	 teoretis,	 penelitian	 ini	
memberikan	 kontribusi	 terhadap	 pengembangan	 kajian	 strategi	 pertahanan	 nasional	 dan	
geopolitik	 kawasan.	 Secara	 praktis,	 hasil	 penelitian	 ini	 dapat	menjadi	 rujukan	 bagi	 pengambil	
kebijakan	di	 sektor	pertahanan	dan	keamanan	dalam	merancang	kebijakan	berbasis	bukti	dan	
kebutuhan	strategis.	Dengan	pendekatan	yang	integratif	antara	aspek	teknologi,	kelembagaan,	dan	
kebijakan,	 diharapkan	 sistem	 pertahanan	 udara	 yang	 dibangun	 mampu	 menjawab	 tantangan	
keamanan	Indonesia	di	masa	depan.	
	
METODE	PENELITIAN		

Penelitian	 ini	 menggunakan	 pendekatan	 kualitatif	 deskriptif	 dengan	 tujuan	 untuk	
memahami	 secara	 mendalam	 strategi	 pembangunan	 sistem	 pertahanan	 udara	 terintegrasi	 di	
bawah	 kendali	 Komando	 Operasi	 Udara	 I	 (Koopsud	 I).	 Data	 dikumpulkan	 melalui	 tiga	 teknik	
utama,	yaitu	studi	literatur,	wawancara	mendalam,	dan	analisis	dokumen	kebijakan.	

Studi	literatur	dilakukan	dengan	mengkaji	berbagai	referensi	akademik	seperti	jurnal	ilmiah,	
laporan	resmi	pertahanan,	buku-buku	strategi	militer,	serta	publikasi	dari	lembaga	riset	nasional	
dan	 internasional.	Referensi	 ini	digunakan	untuk	memahami	dinamika	geopolitik	di	Laut	China	
Selatan,	konsep	pertahanan	udara,	serta	perkembangan	teknologi	militer	terkini.	

Wawancara	mendalam	dilaksanakan	dengan	melibatkan	narasumber	yang	memiliki	otoritas	
dan	pengalaman	di	bidang	pertahanan	udara	dan	keamanan	nasional.	Informasi	yang	diperoleh	
dari	wawancara	memberikan	perspektif	empirik	dan	kontekstual	mengenai	urgensi	pembangunan	
sistem	pertahanan	udara	serta	tantangan	yang	dihadapi	Koopsud	I	dalam	pengimplentasiannya.	

Selain	itu,	penelitian	ini	juga	menggunakan	analisis	dokumen	terhadap	kebijakan	strategis	
pertahanan,	 peraturan	 perundang-undangan,	 serta	 naskah	 akademik	 pertahanan	 udara	 yang	
relevan.	 Analisis	 ini	 bertujuan	 untuk	 menelusuri	 keterkaitan	 antara	 perencanaan	 strategis	
pemerintah	dengan	kebutuhan	operasional	di	lapangan.	

	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN		

Pentingnya	pertahanan	udara	bagi	NKRI	di	LCS.	Laut	China	Selatan	(LCS)	adalah	kawasan	
yang	 memiliki	 nilai	 strategis	 sangat	 tinggi,	 baik	 dari	 segi	 ekonomi,	 politik,	 maupun	 militer.	
Kawasan	ini	mengandung	cadangan	sumber	daya	alam	yang	melimpah,	seperti	minyak	dan	gas	
bumi,	serta	menjadi	salah	satu	jalur	pelayaran	internasional	tersibuk	di	dunia.	Keberadaan	sumber	
daya	yang	melimpah	ini	menjadikan	LCS	sebagai	area	yang	diperebutkan	oleh	berbagai	negara,	
termasuk	 China,	 yang	 mengklaim	 sebagian	 besar	 wilayah	 tersebut	 melalui	 garis	 demarkasi	
sembilan	(nine-dash	line)	yang	kontroversial.	

Klaim	 sepihak	 China	 atas	 Laut	 Natuna	 Utara,	 yang	 termasuk	 dalam	 nine-dash	 line,	
menimbulkan	 ancaman	 langsung	 terhadap	 kedaulatan	 Indonesia.	 Meskipun	 Indonesia	 secara	
tegas	menolak	klaim	ini	dan	telah	mengambil	langkah-langkah	diplomatik	untuk	menegaskan	hak	
kedaulatannya,	ancaman	militer	dari	China	tetap	nyata.	Kehadiran	kapal-kapal	penjaga	pantai	dan	
kapal	nelayan	China	di	perairan	Natuna	Utara	seringkali	memicu	ketegangan	dan	 insiden	yang	
mengancam	stabilitas	kawasan.	Oleh	karena	itu,	penting	bagi	Indonesia	untuk	memperkuat	sistem	
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pertahanannya,	terutama	di	udara,	guna	menjaga	kedaulatan	wilayah	dan	melindungi	kepentingan	
nasional.	

Pertahanan	udara	adalah	komponen	vital	dalam	menjaga	keamanan	nasional.	Kemampuan	
untuk	mendeteksi,	mengidentifikasi,	dan	menanggapi	ancaman	dari	udara	sangat	penting	untuk	
melindungi	wilayah	kedaulatan	 Indonesia.	Sistem	pertahanan	udara	yang	kuat	dan	 terintegrasi	
memungkinkan	 Indonesia	 untuk	 memantau	 aktivitas	 udara	 di	 wilayahnya	 secara	 efektif,	
memberikan	peringatan	dini	terhadap	potensi	ancaman,	dan	merespons	secara	cepat	dan	tepat	
jika	 terjadi	pelanggaran	wilayah	udara.	Dalam	konteks	LCS,	di	mana	ancaman	dari	negara	 lain	
seperti	China	semakin	meningkat,	memiliki	sistem	pertahanan	udara	yang	handal	menjadi	sangat	
krusial.		
	
Pentingnya	Membangun	Sistem	Pertahanan	Udara	Terintegrasi	di	Natuna	di	Bawah	Kendali	
Koopsud	I.	

Kepulauan	Natuna,	yang	terletak	di	ujung	utara	wilayah	Indonesia,	adalah	salah	satu	area	
strategis	 yang	 memiliki	 nilai	 geostrategis	 tinggi	 dalam	 konteks	 Laut	 China	 Selatan	 (LCS).	
Mengingat	lokasinya	yang	berbatasan	langsung	dengan	wilayah	sengketa	dan	kaya	akan	sumber	
daya	 alam,	 terutama	 di	 sektor	 perikanan	 dan	 energi,	 penting	 bagi	 Indonesia	 untuk	
mengembangkan	dan	mengoperasikan	sistem	pertahanan	udara	integrasi	yang	efektif	di	Natuna.	
Dalam	upaya	 ini,	peran	Komando	Operasi	Udara	 I	 (Koopsud	1)	 sangat	vital	untuk	memastikan	
keamanan	dan	kedaulatan	wilayah	udara	 Indonesia	di	kawasan	 ini	mengingat	area	merupakan	
tanggung	jawab	dari	Koopsud	I.	Analisis	Ancaman	di	Natuna.	
Sebagai	Deteksi	Dini	dan	Respons	Cepat.			

Dengan	 adanya	 sistem	 pertahanan	 udara	 integrasi,	 Komando	 Operasi	 Udara	 Nasional	
(Koopsud	I)	dapat	mendeteksi	ancaman	sejak	dini	dan	merespons	dengan	cepat.	Tingkat	aktivitas	
penerbangan	dan	pelayaran	internasional	yang	sangat	tinggi	di	kawasan	Laut	China	Selatan	(LCS)	
menjadikan	wilayah	ini	sebagai	salah	satu	zona	dengan	risiko	ancaman	yang	signifikan.	Radar	dan	
sensor	canggih	sangat	penting	untuk	memantau	aktivitas	udara	dan	maritim	di	wilayah	Natuna	
dan	sekitarnya.	Dalam	konteks	 ini,	penggunaan	sensor	optik	dan	 inframerah	sangat	diperlukan	
untuk	 mendeteksi	 ancaman	 yang	 mungkin	 tidak	 terdeteksi	 oleh	 radar	 konvensional.	 Radar	
canggih	yang	dilengkapi	dengan	 teknologi	pemantauan	 jarak	 jauh	mampu	mendeteksi	pesawat	
terbang	 dan	 kapal	 yang	 mendekati	 wilayah	 udara	 dan	 maritim	 Indonesia.	 Ini	 memungkinkan	
Koopsud	I	untuk	mengidentifikasi	dan	melacak	pergerakan	objek	mencurigakan	atau	tidak	dikenal	
secara	 real-time.	 Dengan	 demikian,	 respons	 terhadap	 potensi	 ancaman	 dapat	 dilakukan	 lebih	
cepat	dan	lebih	efektif,	mengurangi	risiko	pelanggaran	wilayah	atau	serangan	mendadak.		

Selain	itu,	sensor	optik	dan	inframerah	memainkan	peran	penting	dalam	mendeteksi	objek	
yang	mungkin	tidak	terlihat	pada	radar	biasa,	seperti	pesawat	tanpa	awak	atau	kapal	selam	yang	
beroperasi	 di	 bawah	 permukaan	 laut.	 Keberadaan	 radar	 dan	 sensor	 yang	 canggih	 juga	
memungkinkan	koordinasi	yang	lebih	baik	dengan	unit-unit	pertahanan	lainnya.	Informasi	yang	
dikumpulkan	 oleh	 radar	 dan	 sensor	 dapat	 segera	 dikirim	 ke	 pusat	 komando	 dan	 kontrol	 (C2)	
Koopsud	1,	di	mana	data	tersebut	dianalisis	dan	digunakan	untuk	membuat	keputusan	strategis.	
Sistem	C2	yang	terintegrasi	memungkinkan	pengambilan	keputusan	yang	cepat	dan	tepat,	yang	
sangat	penting	dalam	situasi	krisis	atau	saat	terjadi	ancaman	langsung.	Koordinasi	ini	memastikan	
bahwa	semua	unit	pertahanan	bekerja	secara	sinergis,	menciptakan	lapisan	pertahanan	yang	lebih	
kuat	dan	lebih	efektif.	Selain	itu,	tingkat	aktivitas	penerbangan	dan	pelayaran	yang	tinggi	di	LCS	
membutuhkan	 pengawasan	 yang	 ketat	 untuk	 mencegah	 insiden	 atau	 kecelakaan	 yang	 bisa	
berdampak	negatif	pada	keamanan	nasional.		

Penggunaan	radar	dan	sensor	yang	canggih	memungkinkan	pemantauan	lalu	 lintas	udara	
dan	 maritim	 dengan	 lebih	 efektif,	 memastikan	 bahwa	 semua	 aktivitas	 sesuai	 dengan	 aturan	
internasional	 dan	 tidak	 mengancam	 kedaulatan	 Indonesia.	 Sensor	 optik	 dan	 inframerah	 juga	
membantu	dalam	pengawasan	yang	lebih	detail,	memungkinkan	deteksi	aktivitas	mencurigakan	
atau	 ilegal	 yang	 mungkin	 terlewatkan	 oleh	 radar	 biasa.	 Pentingnya	 sistem	 pertahanan	 udara	
integrasi	 juga	didukung	oleh	data	dan	penelitian	yang	menunjukkan	bahwa	ancaman	 terhadap	
wilayah	Natuna	semakin	meningkat.	Pelanggaran	wilayah	oleh	kapal	perang	dan	pesawat	asing,	
terutama	 dari	 Tiongkok,	 telah	 menegaskan	 perlunya	 peningkatan	 kemampuan	 deteksi	 dan	
respons.	Menurut	laporan,	antara	tahun	2020	hingga	2023,	insiden	penangkapan	ikan	ilegal	dan	
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pelanggaran	wilayah	 terus	meningkat,	menekankan	urgensi	 dari	 sistem	pertahanan	yang	 lebih	
canggih	dan	terintegrasi	(Modern	Diplomacy)	(SAIS	Review)	(RAND	Analysis).	
Pentingnya	membangun	skadron	udara	tempur	multi	peran.					

Pembangunan	skadron	udara	tempur	multi	peran	di	Pangkalan	Udara	(Lanud)	Raden	Sadjad	
di	 Pulau	 Natuna	 sangat	 penting	 untuk	 memperkuat	 sistem	 pertahanan	 udara	 aktif	 Indonesia.	
Skadron	 ini	 memiliki	 kemampuan	 Combat	 Air	 Patrol	 (CAP)	 yang	 esensial	 dalam	 menjaga	
kedaulatan	udara	di	kawasan	strategis	seperti	Laut	China	Selatan	(LCS).		

Dengan	 meningkatnya	 aktivitas	 militer	 dan	 ekonomi	 di	 LCS,	 kehadiran	 skadron	 udara	
tempur	multi	peran	akan	memungkinkan	respons	cepat	terhadap	berbagai	ancaman	udara	dan	
maritim,	 termasuk	 pelanggaran	 wilayah	 oleh	 pesawat	 asing	 dan	 aktivitas	 penangkapan	 ikan	
illegal.	Lanud	Raden	Sadjad,	yang	terletak	di	Natuna,	memiliki	posisi	strategis	untuk	memantau	
dan	melindungi	wilayah	udara	Indonesia.	Skadron	udara	tempur	multi	peran	yang	beroperasi	dari	
pangkalan	 ini	 dapat	 melakukan	 misi	 CAP,	 yaitu	 patroli	 udara	 yang	 terus-menerus	 untuk	
mendeteksi,	mengidentifikasi,	dan	mengintersepsi	ancaman	sebelum	mencapai	wilayah	daratan	
Indonesia.	Kemampuan	ini	sangat	penting	mengingat	Natuna	berada	di	jalur	lalu	lintas	udara	dan	
maritim	 internasional	yang	padat,	 yang	 rentan	 terhadap	pelanggaran	kedaulatan	dan	ancaman	
keamanan	lainnya.	Selain	itu,	skadron	udara	tempur	multi	peran	akan	meningkatkan	fleksibilitas	
operasional	TNI	AU	di	wilayah	Natuna.		

Pesawat	tempur	multi	peran,	seperti	F-16,	Sukhoi	Su-27/30	atau	Rafale	yang	beberapa	tahun	
mendatang	 akan	 menjadi	 bagian	 dari	 kekuatan	 TNI	 Angkatan	 Udara,	 Dimana	 memiliki	
kemampuan	untuk	melaksanakan	berbagai	misi,	termasuk	superioritas	udara,	serangan	darat,	dan	
pengintaian.	 Ini	berarti	bahwa	satu	skadron	dapat	menghadapi	berbagai	 jenis	ancaman	dengan	
lebih	 efektif,	 baik	 dari	 udara,	 darat,	 maupun	 laut.	 Fleksibilitas	 ini	 sangat	 penting	 dalam	
menghadapi	dinamika	ancaman	yang	cepat	berubah	di	LCS.	Investasi	dalam	skadron	udara	tempur	
multi	peran	juga	menunjukkan	komitmen	Indonesia	untuk	memperkuat	kehadiran	militernya	di	
wilayah	perbatasan.	Ini	bukan	hanya	tentang	pertahanan,	tetapi	juga	tentang	menegaskan	hak	dan	
kedaulatan	 Indonesia	 atas	wilayah	Natuna	dan	 sekitarnya	 sesuai	 dengan	hukum	 internasional,	
termasuk	UNCLOS	1982.	Dengan	kehadiran	militer	yang	kuat	di	Natuna,	 Indonesia	dapat	 lebih	
efektif	menjaga	stabilitas	regional	dan	mencegah	eskalasi	konflik	di	LCS.	
Konektivitas	 Sistem	 Senjata	 dalam	 Pertahanan	 Udara	 Integrasi	 di	 Lanud	 Raden	 Sadjad	
Natuna.			

Integrasi	sistem	senjata	dalam	pertahanan	udara	terintegrasi	di	Natuna	merupakan	langkah	
penting	untuk	memastikan	efektivitas	dalam	menghadapi	berbagai	jenis	ancaman.	Sistem	senjata	
yang	diintegrasikan	mencakup	rudal	darat-ke-udara,	sistem	artileri	anti-pesawat,	dan	pertahanan	
anti-drone.	Integrasi	ini	bertujuan	untuk	menciptakan	lapisan	pertahanan	yang	komprehensif	dan	
saling	mendukung,	sehingga	setiap	ancaman	dapat	ditangani	dengan	cara	yang	paling	efisien	dan	
efektif.	
1) Rudal	 Darat-ke-Udara.	 Rudal	 darat-ke-udara	 (surface-to-air	 missiles/SAMs)	 merupakan	

komponen	utama	dalam	pertahanan	udara.	Rudal	ini	dirancang	untuk	menargetkan	pesawat	
musuh	yang	 terbang	di	 berbagai	 ketinggian,	 dari	 rendah	hingga	 tinggi.	 Sistem	SAM	seperti	
Patriot,	 S-300,	 atau	 S-400	 memiliki	 jangkauan	 dan	 kemampuan	 deteksi	 yang	 luas,	
memungkinkan	 mereka	 untuk	 melacak	 dan	 menghancurkan	 ancaman	 sebelum	 memasuki	
wilayah	 udara	 yang	 dilindungi.	 Dengan	 penempatan	 strategis,	 rudal	 ini	 dapat	memberikan	
perlindungan	berlapis	terhadap	pesawat	tempur,	rudal	jelajah,	dan	bahkan	rudal	balistik.	

2) Sistem	 Artileri	 Anti-Pesawat.	 	 	 Sistem	 artileri	 anti-pesawat	 (anti-aircraft	 artillery/AAA)	
berfungsi	sebagai	pertahanan	lapis	kedua	yang	berperan	penting	dalam	mengatasi	ancaman	
udara	yang	berhasil	melewati	sistem	SAM.	Sistem	ini	biasanya	terdiri	dari	senjata	otomatis	
dengan	kecepatan	 tembak	 tinggi,	 seperti	 senjata	anti-pesawat	35	mm	Oerlikon	atau	 sistem	
CIWS	 (Close-In	 Weapon	 System).	 Sistem	 ini	 sangat	 efektif	 dalam	 melawan	 pesawat	 yang	
terbang	rendah	dan	drone,	serta	rudal	yang	masuk	dalam	jarak	dekat.		

3) Pertahanan	 Anti-Drone.	 Dengan	 meningkatnya	 penggunaan	 drone	 dalam	 operasi	 militer	
modern,	 sistem	 pertahanan	 anti-drone	 menjadi	 semakin	 penting.	 Sistem	 ini	 mencakup	
teknologi	 deteksi	 dan	 penanggulangan	 seperti	 radar	 khusus,	 jamming	 sinyal,	 dan	 senjata	
berbasis	energi	langsung	(directed-energy	weapons).	Pertahanan	anti-drone	dirancang	untuk	

https://moderndiplomacy.eu/2024/04/25/south-china-sea-conflict-indonesias-maritime-diplomacy/
https://saisreview.sais.jhu.edu/indonesia-gmf-scs/
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PEA2000/PEA2021-1/RAND_PEA2021-1.pdf#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fwww.rand.org%2Fcontent%2Fdam%2Frand%2Fpubs%2Fperspectives%2FPEA2000%2FPEA2021
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mendeteksi,	 mengganggu,	 atau	 menghancurkan	 drone	 musuh	 sebelum	 dapat	 melakukan	
pengintaian	atau	serangan.		
Penempatan	 strategis	 dari	 ketiga	 sistem	 senjata	 ini	 di	wilayah	Natuna	 akan	memastikan	

bahwa	 semua	 jenis	 ancaman	 udara	 dapat	 dihadapi	 dengan	 efektif.	 Sistem	 yang	 terintegrasi	
memungkinkan	koordinasi	yang	lebih	baik	antara	berbagai	komponen	pertahanan,	meningkatkan	
responsivitas,	 dan	 memastikan	 bahwa	 setiap	 ancaman	 diatasi	 dengan	 cara	 yang	 paling	 tepat.	
Dengan	demikian,	integrasi	ini	akan	memperkuat	pertahanan	udara	Indonesia	secara	keseluruhan,	
melindungi	wilayah	udara	dan	kedaulatan	nasional	di	kawasan	yang	strategis	ini.	
Keamanan	Siber.			

Perkembangan	 teknologi	 informasi,	 komputer,	 sensor,	 dan	 kecerdasan	 buatan	 (AI)	 yang	
diterapkan	dalam	sistem	pertahanan	udara	canggih	telah	memberikan	kemudahan	dan	kecepatan	
yang	 signifikan	 dalam	 pengambilan	 keputusan	 militer.	 Integrasi	 teknologi	 ini	 memungkinkan	
pemantauan	dan	deteksi	ancaman	secara	real-time,	analisis	data	yang	cepat,	serta	koordinasi	yang	
efisien	antara	berbagai	unit	pertahanan.	Misalnya,	sensor	canggih	dapat	mendeteksi	pesawat	atau	
rudal	 yang	 mendekat	 dari	 jarak	 jauh,	 sementara	 AI	 dapat	 memproses	 data	 tersebut	 untuk	
menentukan	tindakan	yang	paling	tepat	dalam	hitungan	detik.	Sistem	komputer	yang	terintegrasi	
dengan	 jaringan	komunikasi	yang	aman	 juga	memungkinkan	penyebaran	 informasi	yang	cepat	
dan	 akurat	 ke	 seluruh	 unit	 pertahanan,	 memastikan	 bahwa	 setiap	 tindakan	 yang	 diambil	
berdasarkan	data	yang	paling	mutakhir	dan	relevan.		

Namun,	 kemajuan	 ini	 tidak	 datang	 tanpa	 tantangan.	 Semua	 teknologi	 canggih	 ini	 sangat	
rentan	terhadap	serangan	siber.	Dalam	konteks	pertahanan	udara,	serangan	siber	dapat	memiliki	
dampak	yang	sangat	merusak,	mulai	dari	gangguan	sistem	komunikasi	hingga	pengambilalihan	
kontrol	 atas	 sistem	 senjata	 dan	 radar.	 Serangan	 siber	 yang	 berhasil	 dapat	 melumpuhkan	
kemampuan	deteksi	dan	respons,	membuat	sistem	pertahanan	udara	menjadi	tidak	efektif	pada	
saat	 kritis.	 Ini	menekankan	 pentingnya	 implementasi	 protokol	 keamanan	 siber	 yang	 kuat	 dan	
canggih	untuk	melindungi	infrastruktur	pertahanan	dari	ancaman	digital.		

Teknologi	 enkripsi,	 firewall	 canggih,	 dan	 sistem	 deteksi	 intrusi	 harus	 menjadi	 bagian	
integral	 dari	 setiap	 sistem	 pertahanan	 udara	 yang	 modern.	 Selain	 itu,	 pelatihan	 berkala	 bagi	
personel	 militer	 tentang	 keamanan	 siber	 dan	 respons	 terhadap	 insiden	 siber	 sangat	 penting.	
Mereka	harus	dapat	mengenali	tanda-tanda	awal	serangan	siber	dan	mengetahui	prosedur	yang	
tepat	 untuk	 menanggulanginya.	 Kerjasama	 internasional	 dalam	 bidang	 keamanan	 siber	 juga	
penting	 untuk	 berbagi	 informasi	 dan	 strategi	 terbaik	 dalam	menghadapi	 ancaman	 ini.	 Dengan	
demikian,	 meskipun	 perkembangan	 teknologi	 informasi,	 komputer,	 sensor,	 dan	 kecerdasan	
buatan	memberikan	banyak	keuntungan	dalam	sistem	pertahanan	udara,	perhatian	khusus	harus	
diberikan	 pada	 kerentanannya	 terhadap	 serangan	 siber.	 Hanya	 dengan	 pendekatan	 yang	
komprehensif	dan	proaktif	 terhadap	keamanan	siber,	manfaat	penuh	dari	 teknologi	canggih	 ini	
dapat	direalisasikan	tanpa	mengorbankan	keamanan	dan	efektivitas	sistem	pertahanan	udara.	
	
Tantangan	dan	upaya	membangun	Sishanud	Terintegrasi	oleh	Koopsud	1.		
Kebutuhan	anggaran	

Pembangunan	Sistem	Pertahanan	Udara	Terintegrasi	(Sishanud	Terintegrasi)	memerlukan	
investasi	yang	sangat	besar.	Pengadaan	teknologi	canggih,	seperti	radar,	pesawat	tempur,	rudal	
pertahanan	 udara,	 dan	 sistem	 komando	 serta	 kontrol,	 membutuhkan	 dana	 yang	 signifikan.	
Tantangan	 utama	 yang	 dihadapi	 adalah	 memastikan	 alokasi	 anggaran	 yang	 memadai	 serta	
perencanaan	anggaran	yang	matang	agar	semua	kebutuhan	dapat	terpenuhi	dengan	efektif.	Tanpa	
dukungan	 finansial	 yang	 cukup,	 sulit	 untuk	 mencapai	 tingkat	 kesiapan	 dan	 efisiensi	 yang	
diperlukan	dalam	mempertahankan	kedaulatan	wilayah	udara.	Oleh	karena	itu,	perencanaan	yang	
detail	 dan	 strategis	 sangat	 diperlukan	 untuk	 mengoptimalkan	 penggunaan	 anggaran	 dalam	
pembangunan	Sishanud	Terintegrasi.		

Adapun	 langkah	 solusi	 yang	 dapat	 diambil	 Salah	 satunya	 mencari/menjalin	 kerjasama	
internasional	dan	hibah	dari	negara-negara	mitra.	Banyak	negara	bersedia	memberikan	bantuan	
teknis	dan	finansial	sebagai	bagian	dari	kerjasama	pertahanan.	Melalui	perjanjian	bilateral	atau	
multilateral,	Indonesia	dapat	menerima	hibah	atau	bantuan	dalam	bentuk	teknologi	dan	pelatihan,	
yang	dapat	mengurangi	beban	anggaran	nasional,	Mengoptimalkan	penggunaan	anggaran	dengan	
meningkatkan	efisiensi	dalam	pembelian	dan	pemeliharaan	peralatan.	Ini	dapat	dilakukan	melalui	
tender	yang	transparan	dan	kompetitif,	negosiasi	harga	yang	lebih	baik,	serta	pemeliharaan	yang	
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terencana	 dan	 berkala	 untuk	 memperpanjang	 usia	 peralatan,	 mengembangkan	 dan	
memanfaatkan	industri	pertahanan	dalam	negeri	dapat	mengurangi	ketergantungan	pada	impor	
dan	menekan	biaya.		

Investasi	 dalam	 penelitian	 dan	 pengembangan	 (R&D)	 serta	 produksi	 lokal	 dapat	
menghasilkan	peralatan	pertahanan	dengan	biaya	yang	 lebih	rendah.	Selain	 itu,	memanfaatkan	
sumber	 daya	 manusia	 dan	 teknologi	 lokal	 dapat	 meningkatkan	 kemandirian	 dan	 mengurangi	
biaya	pengadaan.	Dan	mencari	sumber	pendanaan	alternatif	seperti	pinjaman	lunak	dari	lembaga	
keuangan	 internasional,	 obligasi	 pertahanan,	 atau	 kerjasama	 publik-swasta	 (PPP).	 Pendanaan	
alternatif	 ini	 dapat	 membantu	 menutupi	 kekurangan	 anggaran	 tanpa	 membebani	 anggaran	
pemerintah	secara	langsung	dan	sumber-sumber	lain	sesuai	kebijakan	pemerintah.	
Transfer	Of	Technology	(ToT)	

Salah	satu	aspek	utama	ToT	adalah	peningkatan	kapasitas	personel	militer	 Indonesia.	 Ini	
mencakup	 pelatihan	 teknis	 dan	 operasional	 untuk	 memastikan	 bahwa	 personel	 dapat	
mengoperasikan	dan	memelihara	peralatan	pertahanan	canggih	dengan	efektif.	Melalui	program	
ToT,	 personel	 mendapat	 kesempatan	 untuk	 belajar	 langsung	 dari	 para	 ahli	 dan	 instruktur	 di	
negara-negara	 maju,	 ToT	 melibatkan	 kerjasama	 strategis	 dengan	 negara-negara	 mitra	 yang	
memiliki	 teknologi	 pertahanan	maju.	 Kerjasama	 ini	 mencakup	 pelatihan	 bersama,	 pertukaran	
personel,	 dan	 pembelian	 teknologi	 yang	 disertai	 dengan	 syarat	 ToT.	 Melalui	 kerjasama	 ini,	
Indonesia	 bisa	 mendapatkan	 akses	 ke	 teknologi	 terkini	 dan	 metode	 operasional	 terbaik,	
Pertukaran	personel	merupakan	bagian	penting	dari	ToT.	Personel	militer	Indonesia	ditempatkan	
di	 fasilitas	militer	 dan	 industri	 pertahanan	 negara	mitra	 untuk	 belajar	 secara	 langsung	 dalam	
lingkungan	yang	menggunakan	teknologi	canggih.	Pengalaman	ini	memberikan	wawasan	praktis	
dan	memperdalam	pemahaman	mereka	tentang	teknologi	yang	diadopsi,	dan	Dalam	perjanjian	
pembelian	 teknologi,	 seringkali	 terdapat	 klausul	 yang	 mewajibkan	 negara	 penjual	 untuk	
memberikan	pelatihan	dan	dukungan	teknis	komprehensif.	Ini	memastikan	bahwa	teknologi	yang	
diakuisisi	dapat	dioperasikan	dan	dipelihara	dengan	baik	oleh	personel	Indonesia.	
Koordinasi	Antar	Instansi.		

Membangun	 Sistem	 Pertahanan	 Udara	 Terintegrasi	 (Sishanud	 Terintegrasi)	memerlukan	
keterlibatan	banyak	instansi	terkait,	termasuk	Kementerian	Pertahanan,	TNI	Angkatan	Udara,	dan	
berbagai	badan	pemerintah	lainnya.	Setiap	instansi	memiliki	peran	dan	tanggung	jawab	khusus	
yang	harus	dikoordinasikan	secara	efektif	untuk	mencapai	tujuan	bersama.	Namun,	koordinasi	ini	
seringkali	 menghadapi	 hambatan	 signifikan	 akibat	 birokrasi	 yang	 kompleks	 dan	 perbedaan	
prosedur	 operasional	 antar	 instansi.	 Misalnya,	 Kementerian	 Pertahanan	 mungkin	 memiliki	
kebijakan	 dan	 prosedur	 yang	 berbeda	 dengan	 TNI	 Angkatan	 Udara,	 yang	 dapat	menyebabkan	
ketidaksesuaian	dalam	implementasi	program,	Perbedaan	ini	bisa	meliputi	berbagai	aspek,	mulai	
dari	alur	pengambilan	keputusan,	prioritas	anggaran,	hingga	standar	operasional	yang	digunakan.	
Selain	itu,	birokrasi	yang	panjang	dan	rumit	dapat	memperlambat	proses	pengambilan	keputusan	
dan	 pelaksanaan	 proyek,	 mengakibatkan	 penundaan	 yang	 tidak	 diinginkan	 dan	 penggunaan	
sumber	 daya	 yang	 kurang	 efisien,	 dan	 Untuk	 mengatasi	 hambatan	 ini,	 diperlukan	 upaya	
peningkatan	koordinasi	dan	komunikasi	antar	instansi.	Ini	bisa	dilakukan	melalui	pembentukan	
tim	 kerja	 terintegrasi	 yang	 terdiri	 dari	 perwakilan	 setiap	 instansi	 terkait,	 serta	 penerapan	
mekanisme	 koordinasi	 yang	 lebih	 fleksibel	 dan	 efisien.	 Selain	 itu,	 harmonisasi	 prosedur	
operasional	dan	standar	kebijakan	dapat	membantu	mempercepat	proses	implementasi	Sishanud	
Terintegrasi.	 Dengan	 meningkatkan	 kerjasama	 dan	 mengurangi	 hambatan	 birokrasi,	
pembangunan	Sishanud	Terintegrasi	dapat	berjalan	lebih	lancar	dan	efektif,	memastikan	bahwa	
sistem	pertahanan	udara	Indonesia	kuat	dan	terintegrasi	dengan	baik.	
Penguatan	Industri	Pertahanan	Dalam	Negeri.		

Untuk	 memastikan	 keberlanjutan	 dan	 kemandirian	 dalam	 sistem	 pertahanan	 udara,	
penguatan	 industri	 pertahanan	 dalam	 negeri	 menjadi	 krusial.	 Ini	 termasuk	 investasi	 dalam	
penelitian	 dan	 pengembangan	 (R&D),	 peningkatan	 kapasitas	 produksi,	 dan	 inovasi	 teknologi.		
Investasi	 dalam	 R&D	 sangat	 penting	 untuk	 menciptakan	 teknologi	 baru	 dan	 meningkatkan	
teknologi	 yang	 ada,	 sehingga	 Indonesia	 tidak	 terlalu	 bergantung	 pada	 impor	 alat	 dan	 sistem	
pertahanan	dari	negara	lain.		
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Pengembangan	teknologi	dalam	negeri	akan	memungkinkan	Indonesia	untuk	menyesuaikan	
dan	 mengadaptasi	 sistem	 pertahanan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 spesifiknya,	 meningkatkan	
efektivitas	dan	efisiensi	pertahanan	udara.	Peningkatan	kapasitas	produksi	juga	merupakan	aspek	
vital.	 Dengan	meningkatkan	 kemampuan	 produksi	 dalam	 negeri,	 Indonesia	 dapat	memastikan	
bahwa	kebutuhan	peralatan	dan	sistem	pertahanan	udara	dapat	dipenuhi	secara	mandiri.	Hal	ini	
akan	mengurangi	 ketergantungan	 pada	 pemasok	 luar	 negeri	 yang	mungkin	 tidak	 selalu	 dapat	
diandalkan,	terutama	dalam	situasi	geopolitik	yang	tidak	stabil.		

Meningkatkan	 kapasitas	 produksi	 juga	 akan	 menciptakan	 lapangan	 kerja	 baru	 dan	
mendorong	 pertumbuhan	 ekonomi	 lokal,	 memberikan	 manfaat	 ganda	 bagi	 negara,	 Inovasi	
teknologi	adalah	komponen	kunci	 lainnya.	Dengan	terus	berinovasi,	 industri	pertahanan	dalam	
negeri	 dapat	 tetap	 berada	 di	 garis	 depan	 teknologi	 pertahanan	 global.	 Inovasi	memungkinkan	
pengembangan	 sistem	 yang	 lebih	 canggih	 dan	 efisien,	 yang	 dapat	 memberikan	 keunggulan	
strategis	dalam	pertahanan	udara.		

Namun,	inovasi	tidak	hanya	tentang	teknologi	baru;	itu	juga	tentang	meningkatkan	proses	
dan	 metode	 produksi	 yang	 ada	 untuk	 membuatnya	 lebih	 efisien	 dan	 efektif,	 dan	 Namun,	
mengembangkan	industri	pertahanan	yang	kuat	memerlukan	waktu,	sumber	daya,	dan	dukungan	
kebijakan	yang	konsisten.	Pemerintah	perlu	menyediakan	kerangka	kebijakan	yang	mendukung	
pertumbuhan	 industri	 pertahanan,	 termasuk	 insentif	 fiskal,	 perlindungan	 hak	 kekayaan	
intelektual,	dan	regulasi	yang	memfasilitasi	kerjasama	antara	sektor	publik	dan	swasta.	Dukungan	
kebijakan	 ini	 harus	 konsisten	 dan	 jangka	 panjang,	 mengingat	 bahwa	 pengembangan	 industri	
pertahanan	tidak	dapat	dicapai	dalam	semalam.	Selain	itu,	pemerintah	perlu	memastikan	bahwa	
sumber	 daya	 yang	 cukup	 dialokasikan	 untuk	 R&D	 dan	 peningkatan	 kapasitas	 produksi.	 Ini	
termasuk	anggaran	yang	memadai,	akses	ke	bahan	baku,	dan	infrastruktur	yang	mendukung,	dan	
Kolaborasi	dengan	universitas	dan	lembaga	penelitian	juga	sangat	penting	untuk	memanfaatkan	
pengetahuan	 dan	 keahlian	 akademis	 dalam	 pengembangan	 teknologi	 pertahanan.	 Dengan	
mengintegrasikan	upaya	dari	berbagai	sektor,	Indonesia	dapat	membangun	industri	pertahanan	
yang	mandiri	dan	berkelanjutan,	memastikan	bahwa	sistem	pertahanan	udara	negara	dapat	terus	
berkembang	dan	beradaptasi	dengan	tantangan	baru	di	masa	depan.	
 
SIMPULAN		

Pembangunan	sistem	pertahanan	udara	terintegrasi	di	Natuna	di	bawah	kendali	Koopsud	I	
menjadi	sangat	penting	mengingat	posisi	strategis	Natuna	dalam	sengketa	Laut	China	Selatan	yang	
rentan	 terhadap	 ancaman	militer	dan	pelanggaran	wilayah	udara.	Dengan	dukungan	 teknologi	
radar	 canggih,	 sensor	 optik-inframerah,	 serta	 sistem	 komando	 dan	 kontrol	 (C2)	 yang	
terkoordinasi,	sistem	ini	memungkinkan	deteksi	dini	dan	respons	cepat	terhadap	berbagai	bentuk	
ancaman.	 Kehadiran	 skadron	 udara	 tempur	 multi	 peran,	 integrasi	 senjata	 pertahanan	 seperti	
rudal	 darat-ke-udara,	 artileri	 anti-pesawat,	 dan	 sistem	 anti-drone	 memperkuat	 lapisan	
pertahanan	nasional	secara	menyeluruh.	Selain	itu,	aspek	keamanan	siber	menjadi	elemen	vital	
untuk	menjaga	stabilitas	operasional	dan	mencegah	sabotase	digital	terhadap	sistem	militer	yang	
semakin	terotomatisasi.	Dengan	pendekatan	multidimensi	yang	menggabungkan	kekuatan	militer,	
teknologi	tinggi,	dan	kesiapsiagaan	siber,	Koopsud	I	memiliki	potensi	besar	untuk	menjadi	garda	
terdepan	dalam	menjaga	kedaulatan	dan	stabilitas	Indonesia	di	kawasan	strategis	Natuna	

Pembangunan	Sistem	Pertahanan	Udara	Terintegrasi	(Sishanud	Terintegrasi)	oleh	Koopsud	
I	menghadapi	berbagai	tantangan	strategis,	mulai	dari	kebutuhan	anggaran	yang	besar,	perlunya	
alih	 teknologi	 (Transfer	 of	 Technology),	 hingga	 kompleksitas	 koordinasi	 antarinstansi	 dan	
penguatan	 industri	 pertahanan	 dalam	 negeri.	 Untuk	 mengatasi	 kendala	 tersebut,	 diperlukan	
perencanaan	anggaran	yang	efisien,	kolaborasi	internasional	dalam	bentuk	hibah	atau	pinjaman	
lunak,	serta	optimalisasi	sumber	daya	lokal	melalui	pengembangan	teknologi	dan	produksi	dalam	
negeri.	 Transfer	 teknologi	 yang	 terstruktur	 dapat	 meningkatkan	 kapabilitas	 personel	 dan	
mengurangi	 ketergantungan	pada	negara	 lain,	 sementara	penguatan	koordinasi	 lintas	 lembaga	
sangat	penting	guna	mempercepat	 implementasi	program	secara	sinergis.	Dukungan	kebijakan	
jangka	panjang	serta	integrasi	antara	lembaga	riset,	industri,	dan	pendidikan	juga	menjadi	kunci	
dalam	menciptakan	 sistem	 pertahanan	 udara	 yang	 mandiri,	 adaptif,	 dan	 berdaya	 saing	 tinggi	
dalam	menghadapi	dinamika	ancaman	di	kawasan	Laut	China	Selatan.	
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